
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Hukum Pidana 

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap 

undang-undang  yang telah ditetapkan,suatu pelanggaran dan suatu kejahatan 

terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu dan barang 

siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana 

akan  diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat 

oleh sih pelanggar tersebut. Hukum pidana juga  merupakan hukum yang 

menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran 

merehabilitasi para pelaku pidana. Adapun tujuan hukum pidana  adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi 

manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara 

dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang 

tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang 

melanggar yang merugikan dilain pihak. 

2. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang 

tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut. 

3. Untuk mendidik seseorang  yang melakukan perbuatan yang melanggar 

agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan 

masyarakat. 

9
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4. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang 

melakukan perbuatan yang dilanggar, dan  hukuman untuk orang yang 

sudah terlanjur berbuat tidak baik.2 

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari 

KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni: 

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, 

artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 

memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah 

negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum 

perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. 

2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh 

orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. 

Hukum pidana dalam arti subjektifitu mempunyai dua pengertian, yaitu: 

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni 

hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; 

2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan hukum.3 

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-

peraturan tentang hukuman atau pidana.Akan tetapi prakteknya hingga 

sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu 

 
2R. Soesilo. 2005. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor: Poletiea. halaman 45 
3Iyas Amir. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak  Pidana  dan  

Pertanggungjawaban  Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: 
Rangkang Education, halaman 57 
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definisi hukum pidana secara umum.Persoalannya adalah cakupan hukum 

pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana 

dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang 

tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.4 

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta saksi pidana yang dapat 

dijatuhkan kepada pelaku.5 Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk:6 

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. 

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap 

undang-undang  yang telah ditetapkan,suatu pelanggaran dan suatu kejahatan 

terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang 

 
4Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 

8 
5 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6 
6 Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 8 
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siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana 

akan  diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat 

oleh sih pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang 

menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran 

merehabilitasi para pelaku pidana.7 

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:8 

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi 

manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara 

dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang 

tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang 

melanggar yang merugiakan dilain pihak. 

2. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan 

yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut. 

3. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar 

agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan 

masyarakat 

4. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang 

melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang 

sudah terlanjur berbuat tidak baik. 

 
7Roni, Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, 

hlm. 16 
8Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 

2013, hlm. 89 
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Sejalan dengan pengertian hukum pidana,tidak terlepas dari KUHP 

yang memuat dua hal pokok maka menjelaskan yakni:9 

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, 

artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 

memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah 

negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum 

perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. 

2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh 

orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. 

Hukum pidana dalam arti subjektifitu mempunyai dua pengertian, 

yaitu:10 

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak 

yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan 

oleh hukum pidana dalam arti objektif. 

2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan hukum. 

Setelah berakhirnya masa penentangan terhadap hukum pidana dan 

juga hukum acara pidana, barulah fokus terhadap kejahatan serta pelakunya 

 
9Amir, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.Rangkang Education, Yogyakarta & PUKAP 
Indonesia.Yogyakarta, 2012, hlm. 134 

10Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh,  Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006, hlm. 389 
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dapat terealisasi.Mulailah para ahli meneliti mengenai kejahatan serta pelaku-

pelakunya, sehingga lahirnya banyak pemikiran mengenai kejahatan.11 

 

 

2. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran 

terhadap undang-undang  yang telah ditetapkan,suatu pelanggaran dan 

suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan 

individu dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu 

hukum pidana akan  diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan 

apa yang diperbuat oleh sih pelanggar tersebut. Tindak pidana 

juga  merupakantindak yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga 

moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.  

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam 

menyebutkan istilah tindak pidana.Ada yang menyebutkan istilah tindak 

pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan 

delik.Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut 

dengan “straf baar feit” atau delict. Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda 

disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan 

sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit 

 
11 M, Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan 

Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 71 
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yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 

Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana: 

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam 

bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana 

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam 

ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana 

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam 

lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti 

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.12 

Sudarsono menjelaskan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang (tindak pidana).13 

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan 

delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-

undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 

atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut 

para ahli hukum, sebagai berikut: 

Wirjono mengatakan bahwa Dalam perundang-undangan formal 

Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam 

 
12 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 

16. 
13 Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.12 
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UUDS 1950, yakni Pasal 12 (1). Secara substansif, perngertian dari istilah 

peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat 

ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam14 

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa Tindak pidana adalah 

perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 

pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan 

perbuatan yang berifat pasif.15 

Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya 

dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan menggunakan 

sarana-sarana yang disediakan oleh hukum. 

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut 

Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan 

tindakan penghukuman.16 

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” adalah Suatu 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan 

 
14Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika 

Aditama, 2003, hlm. 33. 
15 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011, hlm. 49. 
16Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Jakarta: Aksara 

Baru, 2003, hlm 53 
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sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku 

yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.17 

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinda 

pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang 

ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana 

perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. 

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut 

di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau 

delik.Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para 

sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang 

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana 

dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut simonstraf baar feit adalah 

kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat 

melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang 

mampu bertanggungjawab.18 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam 

perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya 

orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena 

 
17Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

1997, hlm. 182. 
18 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 56 
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melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan 

pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan 

masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi 

hukum yang berupa pidana. 

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 

dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 

dilakukannya.Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 

suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas 

yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan. 

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut: 

a. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak 

asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan 

negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang 

tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang 

melanggar yang merugiakan dilain pihak. 

b. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan 

yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan 

tersebut. 

c. Untuk mendidik seseorang  yang melakukan perbuatan yang melanggar 

agar tidak melakukan lagi dan agar diterima kembali dilingkungan 

masyarakat. 
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d. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau 

yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan  hukuman untuk orang 

yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.19 

 

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari 

KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni: 

(1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam 

pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 

memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-

olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak 

hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat 

dipidana. 

(2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima 

oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.20 

 Hukum pidana dalam arti subjektifitas mempunyai dua pengertian, 

yaitu: 

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni 

hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; 

 
 19R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor. Poletiea, 2010, halaman. 45 

20Iyas Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak  Pidana  dan  
  Pertanggungjawaban  Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education: 

Yogyakarta, halaman 57 
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2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan hukum.21 

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan adalah 

gabungan dari beberapa sistem yang meliputi lalu lintas, angkutan jalan, 

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dana angkutan jalan, 

kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Lalu lintas sendiri 

memiliki arti yakni pergerakan kendaraan di dalam ruas lalu lintas jalan, 

sedangkan angkutan jalan adalah sebuah kendaraan yang digunakan untuk 

melakukan perpindahan dari tempat satu ke tempat lain. 

Dalam bukunya Andi Hamzah menjelaskan bahwa arti dari lalu lintas 

merupakan gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat 

lainnya dengan menggunakan sarana jalan.22 Sehingga banyaknya istilah yang 

diperoleh, simpulan yang dapat ditarik bahwasanya lalu lintas merupakan alur 

berpindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat lain yang melibatkan sarana 

dan prasarana lalu lintas jalan untuk mencapai tujuan tertentu, serta 

menggunakan jalan sebagai media geraknya. 

Kecelakaan lalu lintas adalah sebuah kejadian yang tidak terencana yang 

melibatkan sesuatu yang saling bertabrakan sehingga dapat menimbulkan 

adanya korban baik materiil ataupun fisik.Penyebab dari terjadinya kecelakaan 

 
 21Ibid, hlm.42 

22 Andi Hamzah, Terminologi Hukum, 189. 
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sendiri haruslah diidentifikasi secara seksama sehingga nantinya dapat 

dilakukan tindakan secara korektif oleh pihak yang berwajib. 

Menurut pendapat Hobbs (1995) kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian 

yang tidak di dapat prediksi kapan dan di mana akan terjadi, peristiwa itu dapat 

menyebabkan korban mengalami trauma, luka bahkan kematian dan seiring 

dengan perkembangan jalan sehingga diikuti oleh pergerakan kendaraan 

semakin memadat kecelakaan pun sulit di minimalisir.23Menurut Undang-

Undang Lalu Lintas dan Jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah 

peristiwa yang terjadi di ruas jalan secara tidak terduga ataupun disengaja yang 

melibatkan beberapa kendaraan maupun pengguna ruas jalan lainnya sehingga 

dapat menyebabkan adanya korban pada manusia ataupun harta bendanya.24 

4. Peraturan Hukum Lalu Lintas 

  Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklah 

patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat  

sebagai aturan  yang  semestinya untuk  dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikin 

jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang 

bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan 

beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :25 

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan membahayakan 

pengguna jalan lain 

 
23F.D.Hobbs,Traffic Planning and Engineering second edition trans. Suprapto T.M. dan 

Waldijono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 156 
24Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 
 25C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan 
Raya,Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 49 
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2. Melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  gangguan  fungsi  rambu lalu 

lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan); 

3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di 

terminal (Pasal 276  Undang-Undang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan) 

4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban 

cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat 

mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang- Undang lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan) 

6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor 

ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan) 

7. Mengemudikan  kendaraan  bermotor tanpa  menggunakan  Surat  Izin 

Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 

282 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan 

kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan 

gangguan  konsentrasi dalam  mengemudi  jalan  (Pasal 283  Undang- 

Undang Lalu Lintad dan Angkutan Jalan); 
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10. Mengemudi  kendaraan  bermotor  tidak  mengutamakan  keselamatan 

pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan); 

11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan 

layak  jalan  yang  meliputi kaca  spion,  klakson,  dll  (Pasal  285 Undang- 

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka 

jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

13. Mengemudikan  kendaraan  bermotor  tidak  dilengkapi  Surat  Tanda 

Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan 

tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 

288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan) 

14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak 

mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan); 

15. Mengemudikan    dan    menumpang    kendaraan    bermotor    tidak 

mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional 

Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut  lebih dari 

satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 
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18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada 

siang  hari  dan  malam  hari  pada  kondisi  tertentu  (Pasal  293 Undang- 

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah tanpa 

memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang- Undang 

LaluLintas dan Angkutan Jalan); 

20. Mengemudikan  kendaran  bermotor  yang  akan  pindah  jalur  atau bergerak  

ke  samping tanpa  memberi  isyarat  (Pasal  295  Undang- Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan) 

21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat 

alarm  sudah  berbunyi  dan  palang  pintu  sudah  ditutup  (Pasal  296 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

22. Mengemudikan kendaraan  bermotor  berbalapan  di  jalan (Pasal 297 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

23. Mengemudikan    kendaraan    bermotor    tidak    memasang    segitiga 

pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat 

berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan) 

24. Mengendarai  kendaraan  tidak  bermotor  berpegang  pada  kendaraan 

bermotor  untuk  ditarik,  atau  menarik  benda  (Pasal  299  Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angktan Jalan); 

25. Tidak  menggunakan  lajur  yang  telah  ditentukan  lajur  kiri,  tidak 

menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup 
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kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan) 

26. Mengendarai   kendaraan   bermotor   angkutan   barang   yang   tidak 

menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan) 

27. Mengendarai  kendaraan  bermotor  umum  berhenti  selain  di  tempat yang 

ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat 

pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan) 

28. Mengemudikan  mobil  barang  untuk  mengangkut  orang  (Pasal  303 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang 

menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang 

tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan) 

31. Mengemudikan  kendaraan  bermotor  angkutan  umum  barang  yang tidak 

mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat 

muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan) 
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33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, 

angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan  

barang  khusus  dan  alat  berat,  dan  menyimpang  dari  izin (Pasal 308 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

34. Tidak  mengasuransikan  tanggung  jawabnya  untuk  mengganti  rugi 

penumpang,  barang,  pihak  ketiga  (Pasal 309  Undang-Undang  Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan) 

35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 

 Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas 

merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri 

pelanggar  sehingga akan  mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana 

dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran 

lalu  lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas  baik  dari pelanggar, 

barang  bukti,  maupun penyidik  (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian 

perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat  langsung  menjatuhkan  sanksi 

sesuai  dengan  pasal  pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam 

peraturanperundang-undangan. 
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